
 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  

      NOMOR 45 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA 

KEPADA  USAHA MIKRO  DAN  KECIL                                                                   

DI  KABUPATEN SUKOHARJO    

                         

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang 

Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi 

Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung 

program penanganan dampak inflasi, Daerah 

menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk 

periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan 

Desember 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha 

Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha 

Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan 

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 

tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan 

Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 300); 
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11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga 

kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 

28); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 

2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM 

SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI 

KABUPATEN SUKOHARJO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo 

Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil 

Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan 

Lembaga Keuangan Penyalur Kredit. 

(2) Dihapus. 

(3) Penyaluran program Subsidi Bunga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Lembaga 

Keuangan Penyalur Kredit. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan satu ayat yakni ayat 

(3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pemberian Subsidi Bunga sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari bunga yang ditetapkan oleh Lembaga 

Keuangan Penyalur Kredit. 

(2) Apabila Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dalam 

menetapkan bunga lebih dari 24% (dua puluh empat 

persen) per tahun maka subsidi bunga diberikan 50% 

(lima puluh persen) dari bunga 24% (dua puluh 

empat persen) per tahun. 
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(3) Pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 

2022, pemberian Subsidi Bunga sebesar 100% 

(seratus persen) dari bunga yang ditetapkan oleh 

Lembaga Keuangan Penyalur Kredit. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

 Ditetapkan di  Sukoharjo  

 pada tanggal  26 Oktober 2022 

 

 BUPATI SUKOHARJO, 

ttd. 

 ETIK SURYANI 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 26 Oktober 2022 
 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd. 

  
             WIDODO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2022 NOMOR 45 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

RETNO WIDIYANTI B, SH 
Pembina 

NIP. 19790801 200501 2 010 
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